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Biaya Logistik Perlu Perhatian 
Pemerintah 
 
Di tengah kondisi pasar yang belum pulih baik 
domestik maupun ekspor, kinerja industri 
TPT nasional kali ini terhambat oleh 
mahalnya biaya angkut yang meningkat 
hampir 4 kali lipat ditambah sulitnya 
mendapatkan peti kemas terutama untuk 
pasar tradisional yang berada di wilayah 
tersebut. negara tujuan ekspor utama. 
 
Di sini sekali lagi diperlukan intervensi 
pemerintah agar kinerja ekspor TPT tetap 
terjaga diiringi penguasaan pasar dalam 
negeri. Keduanya merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dalam upaya pemulihan 
industri TPT nasional. 
 
Bulan ini kami meluncurkan INDOTEXTILES 
TV yang dapat diakses melalui Channel kami 
di Youtube, Instagram dan Tiktok. Semoga 
dapat memudahkan pembaca dalam 
mengakses informasi yang kami sajikan 
dengan lebih mudah dan cepat. Terima kasih 
atas dukungan Anda sejauh ini. 
 
Salam, 
Tim Redaksi 

http://www.indotextiles.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
https://daikinchemicals.co.th/en/products/water-and-oil-repellents/unidyne-xf-series-for-textiles
https://www.youtube.com/@WorldTextilesJournal
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BERITA UTAMA 

 
Pelaku UMKM Tekstil Harap 
Pemerintahan Baru Banyak Beri 
Stimulus untuk Sektor UMKM 
 

 
 
Dalam perkembangan terbaru, pelaku Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor 
tekstil di Jawa Barat menyambut positif 
berbagai upaya yang akan dilakukan 
pemerintah, terutama terkait dengan 
pemberian stimulus untuk mendukung 
keberlanjutan usaha mereka. Sektor ini, yang 
selama ini sangat bergantung pada daya beli 
masyarakat serta kebijakan pengupahan, kini 
menghadapi tantangan baru seiring dengan 
pengusulan kenaikan Upah Minimum 
Provinsi (UMP) dan Upah Minimum 
Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 10 persen 
pada tahun 2025. 
 
Usulan kenaikan ini berlandaskan pada 
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait 
dengan uji materi Undang-Undang Cipta 
Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023). Salah satu 
pasal yang dibahas adalah terkait penetapan 
upah buruh yang kini akan mengikuti 
pedoman baru yang tidak lagi menggunakan 
formula indeks tertentu, melainkan mengacu 
pada keputusan MK. Menurut Roy Jinto, 
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, keputusan MK 
ini menyatakan bahwa upah buruh harus 
mengacu pada kontribusi tenaga kerja 
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terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah 
masing-masing. 
 
Dampak Kenaikan UMP dan UMK terhadap 
UMKM Tekstil 
 
Pelaku UMKM, khususnya dalam sektor 
tekstil, sangat memperhatikan potensi 
dampak dari kenaikan UMP dan UMK yang 
diusulkan. Roy Jinto menyampaikan bahwa, 
berdasarkan perhitungan yang 
memperhitungkan pertumbuhan ekonomi 
sebesar 5,2 persen dan inflasi 2,73 persen, 
maka kenaikan UMP dan UMK di Jawa Barat 
diperkirakan mencapai sekitar 10 persen. Hal 
ini berarti, gaji buruh di sektor tekstil, yang 
selama ini sudah berada pada angka 
tertentu, akan mengalami peningkatan 
signifikan, seperti yang terjadi di beberapa 
kota besar seperti Bandung dan Bekasi. 
 
Sebagai contoh, UMP di Jawa Barat yang 
tahun 2024 berada pada angka Rp1,9 juta 
diperkirakan akan naik menjadi sekitar Rp2 
juta. Sementara itu, di kota-kota besar 
seperti Bandung dan Bekasi, UMP 
diperkirakan akan mengalami kenaikan 
antara Rp400.000 hingga Rp520.000. Meski 
demikian, beberapa pelaku UMKM tekstil 
berharap agar kebijakan ini tidak justru 
membebani mereka lebih lanjut. Beberapa 
pelaku usaha di sektor tekstil menginginkan 
agar pemerintah juga memberikan stimulus 
tambahan guna mengimbangi kenaikan 
tersebut, seperti insentif pajak atau bantuan 
untuk efisiensi produksi. 
 
Pentingnya Pengembangan Upah Sektor 
 
Roy Jinto juga mendorong agar Pemprov 
Jawa Barat segera menindaklanjuti 
keputusan MK mengenai pemberlakuan 
kembali upah sektor, yang diharapkan bisa 
lebih tinggi daripada UMP dan UMK. Dengan 
pengenalan kembali upah sektor ini, 
diharapkan tenaga kerja yang terampil dan 
berpengalaman dalam sektor-sektor 
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tertentu, seperti tekstil, mendapatkan 
penghargaan yang setimpal atas 
kontribusinya terhadap perkembangan 
ekonomi lokal. 
 
Tantangan Kebutuhan Buruh yang Masih 
Kurang 
 
Meskipun kenaikan upah diharapkan bisa 
meningkatkan kesejahteraan buruh, Roy 
mengungkapkan bahwa kebutuhan riil 
buruh, terutama di wilayah yang dekat 
dengan Jakarta seperti Bekasi dan Karawang, 
masih jauh dari cukup. Berdasarkan kajian 
salah satu lembaga swadaya masyarakat 
(LSM), kebutuhan hidup layak bagi buruh di 
kawasan ini bahkan mencapai Rp12 juta. 
Oleh karena itu, peningkatan upah yang 
diusulkan meskipun positif, tetap perlu 
diimbangi dengan kebijakan yang 
mendorong daya beli serta kesejahteraan 
yang lebih merata. 
 
Harapan Pelaku UMKM Tekstil 
 
Bagi pelaku UMKM tekstil, harapan mereka 
terhadap pemerintah adalah agar kebijakan 
mengenai kenaikan upah ini tidak hanya 
difokuskan pada sektor buruh, tetapi juga 
memberikan stimulus ekonomi yang nyata 
bagi sektor UMKM. Stimulus ini bisa berupa 
bantuan modal usaha, pelatihan 
keterampilan, serta kemudahan dalam 
memperoleh bahan baku yang lebih murah. 
Dengan demikian, pelaku UMKM tekstil akan 
lebih siap menghadapi tantangan yang ada, 
dan tetap dapat berkontribusi pada 
perekonomian daerah serta nasional. 
 
Dengan adanya kebijakan yang lebih 
mendukung UMKM dan sektor buruh yang 
saling bersinergi, diharapkan sektor tekstil 
dapat tumbuh dan berkembang, membuka 
lapangan pekerjaan, serta meningkatkan 
daya saing industri tekstil Indonesia di pasar 
global. 
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BERITA TERBARU 

 
Pengusaha Tekstil: Revisi Permendag 
8/2024 Sia-Sia jika Impor Ilegal 
Merajalela 
 

 
 
Presiden Prabowo Subianto telah 
memerintahkan empat kementerian untuk 
menyelamatkan PT. Sri Rejeki Isman (Sritex), 
sebuah perusahaan tekstil ternama yang 
telah berkiprah selama 53 tahun namun kini 
mengalami kebangkrutan. Langkah ini 
mendapat apresiasi dari Koordinator Aliansi 
Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI), Agus 
Riyanto, yang menilai tindakan cepat 
Presiden sebagai langkah positif untuk 
industri tekstil nasional. Namun, ia 
menekankan bahwa perbaikan ekosistem 
industri tekstil secara menyeluruh harus 
menjadi prioritas utama. 
 
“Kurang dari 1 bulan, pemerintah langsung 
bergerak cepat. Ini luar biasa. Namun, perlu 
diperhatikan bahwa ekosistem tekstil kita 
sudah lama rusak akibat maraknya importasi 
borongan dan ilegal,” ujar Agus dalam 
pernyataan di Jakarta, Rabu (6/11/2024). 
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Revisi Permendag 8/2024 Dinilai Tidak Cukup 
 
Menurut Agus, revisi Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 
bisa dilakukan, tetapi tidak akan efektif jika 
masalah importasi ilegal tetap dibiarkan 
merajalela. Ia menegaskan bahwa langkah-
langkah penegakan hukum terhadap impor 
ilegal dan penghentian importasi borongan 
harus menjadi agenda utama dalam 
menyelamatkan industri tekstil dalam negeri. 
 
“Revisi Permendag 8, kalau harus dilakukan, 
tidak akan memberikan perubahan besar. 
Perubahan hanya perlu dilakukan pada 
bahan baku plastik. Yang lebih penting 
adalah memberantas impor ilegal yang tidak 
mengikuti aturan maupun membayar pajak. 
Saat ini, 80% pasar tradisional tekstil kita 
sudah didominasi oleh produk impor ilegal, 
dan ini harus diberantas hingga ke akarnya,” 
jelas Agus. 
 
Dampak Impor Ilegal terhadap Industri 
Tekstil 
 
Praktik impor ilegal dan borongan yang tidak 
diatur dan tidak membayar pajak telah 
menjadi ancaman serius bagi kelangsungan 
industri tekstil di Indonesia. Agus 
menekankan bahwa jika pemerintah dan 
aparat penegak hukum dapat menghentikan 
praktik ini, maka perusahaan seperti Sritex 
dan industri tekstil lainnya akan memiliki 
kepastian pasar domestik yang lebih baik. Hal 
ini akan membantu kelancaran arus kas dan 
stabilitas finansial perusahaan-perusahaan 
tersebut. 
 
“Pembenahan harus holistik. Jika impor 
borongan dihentikan dan praktik ilegal diusut 
hingga tuntas, Sritex bisa pulih secara 
bertahap, begitu pula dengan industri tekstil 
lainnya,” tambah Agus. 
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Dukungan dari Bea Cukai dan Kementerian 
Keuangan 
 
Agus juga mengungkapkan bahwa praktik 
impor borongan dan ilegal ini sudah menjadi 
rahasia umum yang diketahui oleh instansi 
terkait, seperti Bea Cukai dan Kementerian 
Keuangan. Meski demikian, penanganan 
praktik ini masih dianggap kurang optimal. Ia 
berharap pemerintah serius dalam 
mengungkap dan menindak pelaku importasi 
ilegal. 
 
“Praktik ini sudah lama berlangsung dan 
bahkan dipublikasikan secara terang-
terangan. Bea Cukai dan Kementerian 
Keuangan sudah mengetahui praktik-praktik 
ini,” ujarnya. Agus menambahkan bahwa 
pembenahan di tubuh Bea Cukai sangat 
diperlukan untuk mendukung upaya 
pemerintah dalam memberantas importasi 
ilegal dan menjaga ketertiban industri tekstil 
nasional. 
 
Optimalisasi Peran Satgas 
 
Agus berharap bahwa keberadaan Satuan 
Tugas (Satgas) yang telah dibentuk dapat 
dioptimalkan untuk menemukan dan 
menindak pelaku impor ilegal. Dengan 
pengawasan dan penindakan yang lebih 
tegas, ekosistem industri tekstil nasional bisa 
kembali sehat dan bersaing di pasar domestik 
maupun internasional. 
 
“Kita sudah punya Satgas. Yang diharapkan 
adalah optimalisasi kinerjanya agar para 
pelaku importasi ilegal ini dapat diungkap. 
Pembenahan juga perlu dilakukan di Bea 
Cukai,” tutup Agus. 
 
Dengan penanganan yang komprehensif dan 
serius dari pemerintah, diharapkan industri 
tekstil Indonesia dapat pulih dan 
berkembang lebih kuat, mendukung 
perekonomian nasional, dan menciptakan 
lapangan kerja yang lebih luas. 
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Krisis di Industri Tekstil Nasional: 
Mafia Impor dan Langkah Ekstrem 
yang Diperlukan 
 
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di 
Indonesia saat ini tengah berada di ambang 
kehancuran. Ketua Umum Asosiasi Produsen 
Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), 
Redma Gita Wirawasta, menyampaikan 
kekhawatirannya atas situasi yang semakin 
parah ini. Redma menyerukan tindakan 
drastis berupa pembekuan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian 
Keuangan. Langkah ekstrem ini diusulkan 
sebagai cara untuk memberantas mafia 
impor yang telah merusak pasar tekstil 
domestik selama lebih dari satu dekade. 
 

 
 
Menurut Redma, rantai integrasi industri TPT 
telah rusak akibat membanjirnya impor 
ilegal. Bahkan, dalam kurun waktu yang 
singkat, 30 pabrik tekstil terpaksa tutup sejak 
kuartal ketiga tahun 2022. Ini merupakan 
dampak langsung dari lemahnya pengawasan 
terhadap barang impor yang masuk ke 
Indonesia, baik yang legal maupun ilegal. 
"Untuk menghentikan barang impor ilegal, 
bea cukai harus dibekukan sementara dan 
dilakukan penyelidikan menyeluruh 
terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 
importasi ilegal," tegas Redma. 
 
Dampak yang Sistemik dan Kehilangan Pasar 
Domestik 
 
Situasi ini tidak hanya mengancam pabrik-
pabrik tekstil di hilir tetapi juga mengancam 
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industri di hulu, yang menghasilkan serat dan 
benang. Salah satu contohnya adalah PT 
Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), 
sebuah perusahaan tekstil di Bandung yang 
tengah menghadapi berbagai gugatan 
hukum dan masalah keuangan. Bursa Efek 
Indonesia bahkan telah menghentikan 
perdagangan saham SBAT sejak September 
2024 karena tidak memenuhi kewajiban 
perusahaan dan ketidakpastian 
kelangsungan usahanya. 
 
Jika pabrik-pabrik tekstil seperti SBAT tak lagi 
mampu bertahan, maka efek domino akan 
meluas ke industri hulu. Hal ini karena 
pembeli dari industri hulu akan semakin 
berkurang, menimbulkan dampak negatif 
terhadap produsen serat dan benang dalam 
negeri. 
 
Kekhawatiran GPEI dan Ancaman Pengalihan 
Ekonomi TPT 
 
Benny Soetrisno, Ketua Umum Gabungan 
Pengusaha Ekspor Impor (GPEI), juga 
menyampaikan kekhawatiran serupa. 
Menurut Benny, banjirnya produk tekstil 
impor dari China, baik legal maupun ilegal, 
menjadi ancaman serius bagi kelangsungan 
industri TPT di Indonesia. Produk tekstil asal 
China yang masuk ke Indonesia telah 
membuat industri hilir kesulitan bersaing dan 
bahkan terpaksa tutup. Akibatnya, 
kebutuhan bahan baku dari industri hulu 
dalam negeri ikut menurun, mempercepat 
keruntuhan industri TPT. 
 
Benny mengingatkan bahwa jika situasi ini 
dibiarkan, Indonesia akan menjadi sekadar 
konsumen TPT tanpa memiliki industri 
domestik yang kuat. "Kalau dibiarkan, akan 
tidak ada lagi industri TPT di negeri ini. Yang 
ada tinggal konsumen TPT," ujarnya. Untuk 
mencegah hal ini, Benny mengusulkan tiga 
strategi utama. 
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Tiga Strategi Penyelamatan Industri TPT 
Nasional 
 
Benny menawarkan tiga langkah strategis 
untuk mencegah keruntuhan industri TPT 
nasional yang sudah bersifat sistemik ini: 
 
Evaluasi Kebijakan Perdagangan: Pemerintah 
perlu mengevaluasi perjanjian perdagangan 
bebas (FTA) yang diikuti Indonesia dan 
kebijakan perdagangan lainnya agar lebih 
berpihak pada industri domestik. 
Pengawasan Impor yang Ketat: Penataan dan 
pengawasan terhadap barang impor, baik 
yang legal maupun ilegal, harus diperketat. 
Hal ini untuk mencegah banjirnya produk-
produk impor yang menghancurkan pasar 
domestik. 
Dukungan Keuangan untuk Perusahaan 
Tekstil: Pemerintah diharapkan memberikan 
program bantuan dan dukungan keuangan 
kepada perusahaan TPT yang mengalami 
kesulitan agar mereka dapat bertahan dalam 
situasi yang penuh tekanan ini. 
Dengan mengambil langkah-langkah 
tersebut, diharapkan industri TPT nasional 
bisa kembali bangkit dan mampu bersaing di 
pasar domestik. Tindakan drastis dari 
pemerintah sangat diperlukan untuk 
mengatasi masalah sistemik ini sebelum 
Indonesia benar-benar kehilangan industri 
TPT-nya dan hanya menjadi pasar bagi 
produk-produk tekstil asing. 
 

 
Dampak Kemenangan Donald Trump 
Terhadap Industri Tekstil Indonesia 
 
Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden 
Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran 
pada berbagai sektor ekonomi global, 
termasuk industri tekstil Indonesia. 
Kebijakan proteksionis yang diterapkan 
Trump dalam upaya melindungi industri 
domestik Amerika diperkirakan berdampak 
signifikan pada industri tekstil Indonesia, 
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yang merupakan salah satu komoditas utama 
ekspor ke Negeri Paman Sam. 
 

 
 
Direktur Eksekutif Center of Reform 
Economic (CORE), Mohammad Faisal, 
mengungkapkan bahwa Trump berupaya 
memperkuat industri domestik Amerika 
dengan menaikkan hambatan perdagangan, 
terutama melalui kebijakan tarif. Kebijakan 
ini bertujuan membatasi produk impor dan 
meningkatkan produksi dalam negeri di 
Amerika, yang berdampak pada 
perekonomian global. 
 
Menurut Faisal, kebijakan tarif tinggi yang 
diterapkan Amerika khususnya terhadap 
China telah dirancang untuk melindungi 
industri mereka. Namun, dampaknya 
dirasakan secara tidak langsung oleh industri 
tekstil Indonesia yang banyak mengekspor 
produk tekstil dan produk turunannya ke 
Amerika Serikat. "Walaupun katakanlah 
kenaikan tarifnya hanya 10%, itu sudah 
menjadi tantangan besar bagi industri tekstil 
kita, terutama karena pasar Amerika sangat 
penting bagi ekspor tekstil Indonesia,” 
ujarnya. 
 
Ancaman Terhadap Generalized System of 
Preference (GSP) 
 
Saat ini, produk tekstil Indonesia menikmati 
tarif rendah berkat fasilitas Generalized 
System of Preference (GSP) yang diberikan 
Amerika untuk produk-produk dari negara 
berkembang. Namun, manfaat ini bisa 
terancam jika Indonesia berhasil menjadi 
anggota Organization for Economic 
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Cooperation and Development (OECD). 
Menurut Faisal, bergabungnya Indonesia 
dalam OECD akan memengaruhi posisi tarif 
yang dinikmati saat ini. 
 
“Jika Indonesia bergabung dengan OECD, ada 
kemungkinan besar fasilitas GSP ini tidak 
akan dilanjutkan, karena fasilitas tersebut 
umumnya diperuntukkan bagi negara-negara 
yang masih berstatus negara berkembang,” 
tambah Faisal. 
 
Persaingan dengan Produk Tekstil China 
 
Di sisi lain, kebijakan proteksionis Amerika 
terhadap China memicu peningkatan ekspor 
produk tekstil China ke negara-negara 
alternatif, termasuk Indonesia. Hal ini 
berpotensi meningkatkan arus impor tekstil 
China ke Indonesia, baik secara legal maupun 
ilegal. Meningkatnya impor tekstil dari China 
dikhawatirkan akan mengganggu pasar 
domestik dan menekan industri tekstil dalam 
negeri. 
 
“Impor yang makin tinggi ini dapat semakin 
menekan kinerja industri tekstil dan produk 
tekstil Indonesia, yang sebelumnya sudah 
menghadapi berbagai tantangan,” tutup 
Faisal. 
 
Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya 
langkah-langkah strategis untuk 
memperkuat industri tekstil nasional di 
tengah perubahan kebijakan internasional. 
Perlindungan terhadap industri lokal, 
peningkatan daya saing, dan penguatan 
pengawasan terhadap produk impor menjadi 
langkah penting yang perlu dipertimbangkan 
oleh pemerintah dan pelaku industri tekstil 
Indonesia. 
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Aturan Baru Diskon Pajak untuk 
Perusahaan Tekstil 
 
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 
Keuangan telah menetapkan aturan baru 
terkait insentif pajak bagi sektor padat karya, 
seperti industri tekstil. Melalui Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 
2024, wewenang pemberian insentif pajak 
kini dialihkan dari Kementerian Keuangan 
kepada Kementerian Investasi/Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 
Dengan perubahan ini, Menteri Investasi kini 
memiliki wewenang dalam pemberian 
fasilitas diskon pajak penghasilan untuk 
perusahaan yang bergerak di industri padat 
karya. 
 
PMK 81/2024 mengatur ketentuan 
perpajakan dalam Sistem Inti Administrasi 
Perpajakan, di mana pasal 423 memberikan 
pengurangan penghasilan neto bagi wajib 
pajak yang berinvestasi di sektor padat karya. 
Perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu 
bisa memperoleh pengurangan penghasilan 
neto hingga 60% dari jumlah investasi berupa 
aktiva tetap, yang akan diberikan secara 
bertahap selama enam tahun sejak mulai 
berproduksi secara komersial. 
 
Kebijakan ini memberikan keuntungan bagi 
perusahaan tekstil dan sektor padat karya 
lainnya yang mempekerjakan setidaknya 300 
tenaga kerja Indonesia, dengan tujuan untuk 
meningkatkan investasi dan penyerapan 
tenaga kerja lokal. Fasilitas ini mirip dengan 
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yang diatur dalam PMK sebelumnya, yaitu 
PMK 16/2020. Namun, perbedaan utama 
adalah pengalihan wewenang dari Menteri 
Keuangan kepada Menteri Investasi. 
 
Meski telah ditetapkan pada Oktober 2024, 
ketentuan dalam PMK 81/2024 baru akan 
berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Aturan 
ini diharapkan memberikan stimulus bagi 
perusahaan padat karya, terutama tekstil, 
untuk memperkuat investasi dan menjaga 
daya saing industri dalam negeri. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Industri Tekstil Indonesia Harus 
Utamakan Teknologi dan 
Keberlanjutan untuk Pasar Global 
 
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa 
Tengah menyatakan bahwa industri tekstil 
Indonesia perlu beradaptasi dengan 
teknologi baru dan mengadopsi pendekatan 
yang lebih ramah lingkungan. Hal ini menjadi 
langkah penting untuk meningkatkan daya 
saing di pasar ekspor global. Hingga akhir 
2023, tekstil tetap menjadi komoditas ekspor 
terbesar kedua Indonesia setelah minyak dan 
gas, dengan nilai ekspor mencapai 14,6 miliar 
dolar AS dan menyerap sekitar 4 juta tenaga 
kerja. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil 
Ketua API Jawa Tengah, Liliek Setiawan, pada 
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Workshop Italian Textile Technology 
Indonesia di Solo, Senin (12/11/2024). 
 

 
 
1. Mengadopsi Teknologi untuk 
Meningkatkan Daya Saing Ekspor 
Menurut Liliek, Indonesia saat ini hanya 
memenuhi 1,8 persen kebutuhan tekstil 
global, jauh di bawah Vietnam yang 
memenuhi 6 persen kebutuhan dunia. Liliek 
menekankan pentingnya teknologi mutakhir 
dalam produksi tekstil sebagai faktor krusial 
untuk meningkatkan ekspor. Workshop 
Italian Textile Technology Indonesia menjadi 
ajang pertemuan bisnis-ke-bisnis (B2B) 
sekaligus membuka peluang kolaborasi 
strategis yang dapat membantu industri 
tekstil Indonesia untuk tetap relevan di pasar 
global. 
 
“Teknologi baru ini tidak hanya 
mempercepat proses produksi, tetapi juga 
memberikan peluang besar bagi perusahaan-
perusahaan tekstil untuk beradaptasi dengan 
tren keberlanjutan yang kini semakin 
diutamakan oleh pasar global,” ungkap Liliek. 
Teknologi juga menjadi bagian dari roadmap 
“Making Indonesia 4.0,” di mana tekstil dan 
apparel diproyeksikan menjadi sektor 
penopang industri masa depan Indonesia. 
 
2. Mengutamakan Keberlanjutan dalam 
Proses Produksi 
Salah satu fokus utama industri tekstil global 
saat ini adalah penerapan teknologi ramah 
lingkungan. Italian Trade Agency, bersama 
dengan Kantor Promosi Dagang Kedutaan 
Besar Italia dan Asosiasi Produsen Mesin 
Tekstil Italia (ACIMIT), menyelenggarakan 
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workshop yang memperkenalkan teknologi 
tekstil Italia yang inovatif dan berkelanjutan. 
 
Menurut Liliek, kemitraan dengan Italia 
memberikan peluang bagi industri tekstil 
Indonesia untuk mengadopsi teknologi yang 
ramah lingkungan, yang kini menjadi 
persyaratan di pasar internasional. Liliek 
menambahkan bahwa dengan adanya 
kolaborasi ini, perusahaan tekstil Indonesia 
dapat memenuhi tuntutan keberlanjutan 
dari pelanggan global yang kini semakin kritis 
terhadap dampak lingkungan dari produk 
yang mereka konsumsi. 
 
3. Kesempatan Kemitraan Bisnis Melalui 
Teknologi Tekstil Italia 
Acara ini dihadiri oleh berbagai perusahaan 
tekstil terkemuka asal Italia yang memiliki 
spesialisasi di bidang finishing, dyeing, non-
woven, spinning, weaving, knitting, hingga 
laboratorium tekstil. Perusahaan-
perusahaan tersebut berbagi pengetahuan 
dan memperkenalkan teknologi terbaru yang 
dapat meningkatkan efisiensi produksi serta 
kualitas produk tekstil Indonesia. 
 
Dr. Paolo Pinto, Trade Commissioner dari 
Italian Trade Agency, menjelaskan bahwa 
teknologi tekstil Italia menawarkan solusi 
berbasis digital dan otomatisasi yang mampu 
mengurangi dampak lingkungan dan 
meningkatkan efisiensi. “Melalui workshop 
ini, kami memberikan kesempatan kepada 
industri tekstil Indonesia untuk merasakan 
langsung manfaat dari teknologi Italia dan 
membuka peluang kemitraan bisnis yang 
saling menguntungkan,” ujar Dr. Pinto. 
 
Untuk dapat bersaing di pasar global yang 
semakin mengutamakan keberlanjutan, 
industri tekstil Indonesia harus segera 
beradaptasi dengan teknologi modern dan 
ramah lingkungan. Kolaborasi dengan 
perusahaan tekstil Italia dapat memberikan 
solusi strategis dan teknologi yang diperlukan 
untuk meningkatkan efisiensi, memenuhi 
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permintaan keberlanjutan, dan memperluas 
pangsa pasar ekspor tekstil Indonesia di masa 
mendatang. 

 
Industri Tekstil di Jawa Barat 
Menghadapi Masa Tersulit: Tantangan 
dan Harapan 
 

 
 
Para pelaku industri tekstil di Jawa Barat 
menghadapi masa yang sangat sulit, dipicu 
oleh membanjirnya produk tekstil impor di 
pasar domestik yang dijual di bawah Harga 
Pokok Penjualan (HPP), serta minimnya 
permintaan ekspor. PT Sipatex, salah satu 
perusahaan tekstil terbesar di Majalaya, 
Kabupaten Bandung, merasakan dampaknya 
secara langsung. David Leonardi, Direktur 
Operasional PT Sipatex, menyatakan bahwa 
kondisi saat ini adalah yang terparah yang 
pernah dialaminya dalam industri tekstil. 
 
Dampak Produk Tekstil Impor yang 
Membanjiri Pasar Domestik 
 
Menurut David, produk tekstil impor yang 
membanjiri pasar domestik, baik secara legal 
maupun ilegal, telah menekan industri lokal. 
Harga kaos polos, misalnya, dapat ditemukan 
di marketplace dengan harga Rp15.000 
hingga Rp20.000 per pcs, jauh di bawah HPP 
yang dikeluarkan industri tekstil lokal. Harga 
ini bahkan belum mencakup biaya produksi, 
seperti bahan kain dan biaya tenaga kerja, 
yang membuat perusahaan lokal sulit 
bersaing. 
 
David, yang juga menjabat Wakil Ketua 
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa 
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Barat, menegaskan perlunya pemerintah 
menyaring jenis barang impor. “Barang-
barang yang tidak diproduksi di dalam negeri 
mungkin bisa diimpor, namun produk yang 
bisa diproduksi lokal sebaiknya dibatasi,” 
ujarnya. 
 
Minimnya Permintaan Ekspor dan 
Dampaknya terhadap Tenaga Kerja 
 
Selain menghadapi serbuan produk impor, 
pelaku industri tekstil di Jawa Barat juga 
mengalami penurunan permintaan ekspor 
akibat ketidakpastian geopolitik global. 
Dengan lemahnya permintaan ini, 
seharusnya pasar domestik menjadi 
alternatif. Namun, kondisi persaingan di 
pasar lokal juga sangat tidak kompetitif, 
memaksa banyak perusahaan melakukan 
pengurangan tenaga kerja sebagai langkah 
untuk mengurangi biaya tetap. 
 
Kondisi ini berdampak signifikan pada tenaga 
kerja di industri tekstil, mengingat rata-rata 
tingkat utilisasi pabrik tekstil di Jawa Barat 
kini berada di bawah 50%. Banyak pabrik 
terpaksa mengurangi jumlah karyawan, 
sementara pesanan dari pasar lokal maupun 
ekspor tetap minim. 
 
Perlunya Kebijakan Pemerintah yang Tepat 
untuk Melindungi Industri Tekstil 
 
Untuk menghadapi kondisi ini, para pelaku 
industri tekstil berharap pemerintah 
memberikan perhatian serius melalui 
kebijakan yang tepat. General Manager 
Human Resources and Management PT Pan 
Brothers Tbk, Nurdin Setiawan, mengusulkan 
adanya harmonisasi kebijakan antar-
kementerian agar kebijakan yang diterapkan 
berjalan selaras. Menurutnya, sektor tekstil 
terkait erat dengan berbagai sektor lain 
seperti perindustrian, perdagangan, 
pendidikan, energi, hingga instrumen 
keuangan, sehingga koordinasi yang kuat 
antar-lembaga menjadi sangat penting. 
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Lebih lanjut, Nurdin menyoroti pentingnya 
penerapan hambatan non-tarif untuk 
membatasi masuknya produk impor yang 
merusak pasar domestik. Setelah itu, 
pemerintah juga dapat memberikan insentif 
dari pajak hingga subsidi energi untuk 
membantu industri bertahan dan 
berkembang di pasar domestik. 
 
Optimisme dan Harapan Kebangkitan 
Industri Tekstil 
 
Meski menghadapi tantangan berat, David 
dan Nurdin tetap optimis bahwa industri 
tekstil akan bangkit kembali. Mereka 
berharap bahwa dukungan kebijakan yang 
tepat dari pemerintah akan membantu 
industri ini untuk “take-off” dan bersaing 
secara sehat di pasar lokal. Sebagaimana 
dikatakan oleh Nurdin, “Kalau kondisi ini 
dianggap sebagai sun set, pasti akan ada sun 
rise.” 
 
Industri tekstil di Jawa Barat saat ini 
membutuhkan dukungan dan kebijakan 
proaktif dari pemerintah untuk mengatasi 
tantangan yang ada. Dengan bantuan yang 
tepat, industri ini masih berpeluang besar 
untuk pulih dan memberikan kontribusi 
penting bagi perekonomian nasional. 
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Menperin Tegaskan Penindakan 
Produk Tekstil Ilegal Harus Konsisten, 
Bukan Sekadar Gimmick 
 
Maraknya penyelundupan produk tekstil 
ilegal ke Indonesia menjadi perhatian serius 
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus 
Gumiwang Kartasasmita. Ia menegaskan 
bahwa barang ilegal, bersama dengan barang 
murah yang masuk secara legal, telah 
memberi tekanan besar terhadap industri 
tekstil dalam negeri. 
 
Penindakan Harus Konsisten dan 
Menyeluruh 
Agus meminta agar penindakan terhadap 
penyelundupan tidak hanya menjadi aksi 
sesaat atau sekadar gimmick. Ia mendorong 
Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan 
untuk menjalankan pengawasan konsisten, 
baik di pelabuhan besar maupun jalur-jalur 
tikus. 
 
“Kami berharap penindakan atas 
penyelundupan dan impor ilegal ini bukanlah 
gimmick. Pengawasan harus dilakukan tidak 
hanya di pelabuhan besar, tetapi juga pada 
jalur-jalur tikus yang menjadi pintu masuk 
barang ilegal,” ujar Agus, Minggu 
(17/11/2024). 
 
Dampak Barang Ilegal terhadap Industri 
Dalam Negeri 
Industri tekstil dalam negeri tengah 
menghadapi tekanan besar akibat produk 
ilegal dan murah yang membanjiri pasar 
domestik. Agus menambahkan bahwa 
beberapa regulasi yang terlalu longgar juga 
memperburuk situasi ini, memungkinkan 
barang impor masuk dengan mudah secara 
legal. 
 
“Industri kita menderita karena barang impor 
murah, baik yang ilegal maupun yang masuk 
secara legal, mendominasi pasar,” jelasnya. 
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Upaya Pemerintah dalam Penindakan 
Menurut data Kementerian Keuangan, 
penindakan penyelundupan di bidang 
kepabeanan dan cukai telah dilakukan 
sebanyak 31.275 kali dengan total nilai 
barang mencapai Rp 6,1 triliun dari Januari 
hingga Oktober 2024. Angka ini meningkat 
10% dibandingkan periode yang sama tahun 
lalu. 
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
mengungkapkan bahwa lonjakan 
penyelundupan, khususnya produk tekstil, 
sebagian besar disebabkan oleh kelebihan 
produksi di negara lain yang mencari pasar 
alternatif dengan tarif rendah seperti 
Indonesia. 
 
“Kelebihan barang dari negara lain sering kali 
‘muntah’ ke Indonesia melalui aktivitas ilegal. 
Hal ini memerlukan kebijakan terpadu antara 
Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Perdagangan, dan kementerian lainnya 
untuk melindungi industri nasional,” papar 
Sri Mulyani. 
 
Pendekatan dari Hulu ke Hilir 
Menteri Koordinator Bidang Politik dan 
Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan 
menekankan pentingnya pendekatan 
menyeluruh dari hulu ke hilir untuk 
mencegah masuknya barang selundupan. 
Proteksi yang tepat perlu diterapkan di 
seluruh rantai industri tekstil, baik untuk 
produksi bahan baku maupun produk jadi. 
 
Kolaborasi Antar-Kementerian 
Melalui sinergi antara berbagai kementerian 
dan lembaga, pemerintah berharap dapat 
menciptakan perlindungan yang lebih efektif 
bagi industri tekstil nasional. Penindakan 
yang konsisten, diiringi dengan pengawasan 
ketat terhadap regulasi impor, menjadi kunci 
untuk membangkitkan kembali daya saing 
sektor ini. 
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Langkah ini diharapkan dapat memberikan 
dampak positif, tidak hanya bagi industri 
tekstil, tetapi juga bagi perekonomian 
nasional secara keseluruhan. 

 
Kolaborasi Jalin dan EcoTouch: Inovasi 
Pengelolaan Limbah Tekstil 
Berkelanjutan 
 

 
 
PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), 
bagian dari Holding BUMN Danareksa, 
menunjukkan komitmen nyata terhadap 
keberlanjutan melalui kampanye bertajuk 
Threads with Purpose. Kampanye ini tidak 
hanya bertujuan menangani limbah tekstil, 
tetapi juga meningkatkan kesadaran 
karyawan terhadap dampak budaya fast 
fashion, salah satu penyumbang utama 
limbah tekstil di Indonesia. 
 
Berdasarkan data Kementerian 
PPN/Bappenas, Indonesia menghasilkan 
sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil setiap 
tahun. Ironisnya, hanya 300.000 ton yang 
berhasil didaur ulang, sementara sisanya 
berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) 
atau dibakar, yang memicu peningkatan 
emisi gas rumah kaca. Jika tidak ditangani 
secara serius, limbah ini diperkirakan akan 
meningkat hingga 70% dalam beberapa 
tahun mendatang, memperburuk krisis 
lingkungan global. 
 
Sebagai solusi, Jalin menggandeng EcoTouch, 
sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada 
pengelolaan limbah tekstil berbasis prinsip 
ekonomi sirkular. Inisiatif ini melibatkan 
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donasi pakaian layak pakai, serta daur ulang 
dan upcycle pakaian tidak layak pakai 
menjadi bahan ramah lingkungan yang 
bernilai ekonomi. 
 
Dalam pelaksanaannya, Jalin berhasil 
mengumpulkan 250,1 kilogram pakaian 
bekas dari karyawan. Proses daur ulang yang 
didukung EcoTouch menghasilkan 531,46 
meter kain ramah lingkungan, setara dengan 
panjang lima lapangan sepak bola 
internasional. Selain itu, upaya ini berhasil: 
 
Mengurangi emisi metana (CH₄) sebanyak 10 
kilogram, 
Menekan emisi karbon dioksida (CO₂) hingga 
6.252,5 kilogram, 
Mencegah pelepasan 7.294.416 partikel 
mikroplastik ke lingkungan. 
Langkah ini membuktikan bahwa 
pengelolaan limbah tekstil secara inovatif 
dapat memberikan manfaat besar bagi 
masyarakat dan lingkungan. Selain 
meminimalisasi dampak negatif terhadap 
ekosistem, inisiatif ini menciptakan produk-
produk baru yang bermanfaat secara 
ekonomi. 
 
Kampanye Threads with Purpose menjadi 
inspirasi nyata bahwa keberlanjutan bukan 
sekadar wacana, melainkan sebuah aksi 
nyata yang dapat dilakukan bersama demi 
masa depan yang lebih hijau. Dengan 
kolaborasi antara sektor korporasi dan 
organisasi nirlaba seperti EcoTouch, Jalin 
menunjukkan bahwa inovasi dan 
keberlanjutan dapat berjalan beriringan 
untuk menciptakan dampak positif yang 
berkelanjutan. 
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Supremasi Hukum Kunci 
Pemberantasan Impor Ilegal di 
Industri Tekstil 
 
Industri tekstil nasional menyambut baik 
langkah Kementerian Keuangan dalam 
memberantas impor ilegal, sejalan dengan 
arahan Presiden Prabowo Subianto untuk 
mengoptimalkan pendapatan negara dari 
kegiatan ekonomi bayangan (shadow 
economy). Praktik impor ilegal dianggap 
sebagai salah satu penyebab utama 
menurunnya kinerja industri tekstil dan 
produk tekstil (TPT) dalam satu dekade 
terakhir. 
 
Dampak Impor Ilegal pada Industri Tekstil 
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan 
Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma 
Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa tren 
deindustrialisasi semakin nyata akibat 
maraknya impor ilegal. Hal ini diperburuk 
dengan pailitnya sejumlah perusahaan besar 
seperti Sritex dan penutupan pabrik tekstil 
lainnya, yang mengakibatkan pemutusan 
hubungan kerja (PHK) ratusan ribu pekerja 
dalam dua tahun terakhir. 
 
“Pemberantasan impor ilegal perlu dilakukan 
secara serius untuk menyelamatkan industri 
TPT nasional. Kami yakin Presiden Prabowo 
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akan konsisten dalam upaya ini demi 
menciptakan birokrasi yang bersih,” ujar 
Redma. 
 
Ia juga menyoroti pentingnya peran 
Menkopolhukam dalam mengatasi persoalan 
ini. Pemberantasan impor ilegal dinilai 
membutuhkan pendekatan komprehensif, 
termasuk membersihkan oknum aparat yang 
terlibat dalam praktik tersebut. 
 
Tantangan dan Harapan 
Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan 
Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil, 
Agus Riyanto, menegaskan pentingnya 
konsistensi dalam pemberantasan impor 
ilegal. Menurutnya, indikator utama 
keberhasilan kebijakan ini terlihat dari data 
perdagangan internasional (trade map). 
 
“Selama selisih perdagangan masih besar 
dan barang murah tanpa PPN membanjiri 
pasar domestik, berarti impor ilegal masih 
berlangsung,” ujarnya. 
 
Agus juga meminta Menteri Keuangan Sri 
Mulyani untuk meningkatkan integritas 
aparat Bea Cukai dan memperbaiki sistem 
kepabeanan sebagai prioritas. Ia menilai 
masalah oversupply atau hambatan dagang 
yang disampaikan Menkeu bukanlah 
penyebab utama. 
 
Fokus pada Kebijakan yang Mendukung 
Industri 
Selain pemberantasan impor ilegal, Yayasan 
Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) 
mengkritik rencana pemerintah menaikkan 
PPN menjadi 12 persen. Direktur Eksekutif 
YKTI, Ardiman Pribadi, menjelaskan bahwa 
beban efektif PPN yang dirasakan konsumen 
akhir sudah mencapai 19,8 persen pada tarif 
11 persen. Kenaikan menjadi 12 persen akan 
meningkatkan beban ini hingga 21,6 persen, 
yang dapat menurunkan konsumsi tekstil di 
tengah melemahnya daya beli masyarakat. 
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Ardiman menyarankan agar pemerintah 
lebih fokus pada upaya pemberantasan 
impor ilegal. Berdasarkan data lima tahun 
terakhir, potensi kehilangan penerimaan 
negara akibat impor ilegal mencapai Rp46 
triliun. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk 
meningkatkan penerimaan negara dibanding 
menaikkan PPN. 
 
 
Pemberantasan impor ilegal menjadi solusi 
strategis untuk menyelamatkan industri 
tekstil nasional dari keterpurukan. Upaya ini 
membutuhkan dukungan supremasi hukum 
dan perbaikan sistem birokrasi yang 
konsisten. Dengan mengutamakan langkah 
ini, pemerintah tidak hanya melindungi 
pelaku industri, tetapi juga meringankan 
beban masyarakat sebagai konsumen akhir. 

 
Asosiasi Tekstil Indonesia Desak 
Penundaan PPN 12 Persen demi 
Selamatkan Industri Nasional 
 

 
 
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) 
meminta pemerintah untuk menunda 
penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
sebesar 12 persen yang direncanakan mulai 
berlaku pada 1 Januari 2025. Menurut Ketua 
Umum API, Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, 
kebijakan ini berpotensi memperburuk 
kondisi industri tekstil dan produk tekstil 
(TPT) nasional yang saat ini tengah 
menghadapi berbagai tantangan. 
 
Dampak Kenaikan PPN pada Industri TPT 
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Jemmy menyebut bahwa kenaikan PPN akan 
semakin menekan daya saing produk tekstil 
lokal di pasar domestik, terutama dalam 
menghadapi serbuan produk impor. "Industri 
TPT harus bersaing dengan produk impor. 
Dengan kenaikan PPN dan upah minimum 
yang naik, disparitas harga antara produk 
lokal dan impor akan semakin besar," ujarnya 
saat agenda Media Briefing bersama Apindo 
di Jakarta, 26 November 2024. 
 
Situasi ini diperkirakan akan memperparah 
kontraksi yang sudah terjadi pada industri 
TPT. Jemmy mencatat bahwa sektor ini tidak 
mencatatkan pertumbuhan antara 2023 dan 
2024, malah mengalami penurunan. 
"Kenaikan PPN ini justru akan memperburuk 
kondisi dan membuat industri TPT nasional 
semakin terpuruk," katanya. 
 
Kekhawatiran Lintas Industri 
Kekhawatiran terhadap dampak kenaikan 
PPN ini tidak hanya datang dari industri TPT, 
tetapi juga dari sektor lain. Jemmy 
menyatakan bahwa para pelaku industri di 
luar tekstil pun menyuarakan keresahan yang 
sama terkait beban tambahan yang akan 
ditimbulkan oleh kebijakan ini. 
 
Upaya Kolaborasi dengan Pemerintah 
Untuk mencari solusi, API berencana 
mengadakan pertemuan dengan Menteri 
Perdagangan dan Menteri Perindustrian 
dalam waktu dekat. Pertemuan ini bertujuan 
untuk membahas revisi kebijakan yang 
berpengaruh terhadap industri tekstil, 
termasuk Permendag Nomor 36 Tahun 2023 
yang telah direvisi menjadi Permendag 
Nomor 8 Tahun 2024. Jemmy menegaskan 
pentingnya dialog dengan pemerintah guna 
menemukan jalan keluar yang tidak semakin 
menekan industri nasional. 
 
Waktu Tepat Penerapan PPN 
Jemmy menyarankan agar penerapan PPN 12 
persen dilakukan setelah perekonomian 
Indonesia pulih sepenuhnya. "Penerapan 
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PPN ini lebih baik dilakukan ketika ekonomi 
Indonesia sudah pulih," ujarnya. 
 
Permintaan API untuk menunda penerapan 
PPN 12 persen merupakan langkah penting 
guna menjaga stabilitas industri tekstil 
nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan 
asosiasi industri sangat dibutuhkan untuk 
menciptakan kebijakan yang mendukung 
pemulihan ekonomi sekaligus melindungi 
daya saing sektor industri dalam negeri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Industri Tekstil Nasional: Utilisasi 
Menurun dan Tantangan Berat 
 
Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) 
nasional saat ini menghadapi tekanan berat 
yang menyebabkan tingkat utilisasi produksi 
turun drastis hingga di bawah 50%. Ketua 
Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), 
Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, 
mengungkapkan bahwa berbagai tantangan, 
termasuk kebijakan yang tidak mendukung, 
semakin memperburuk situasi. 
 
"Utilisasi sekarang di bawah 50% secara 
nasional. Industri polyester saja kehilangan 
produksi di atas 12 ribu ton per bulan. Itu 
angka yang sangat besar," ujar Jemmy dalam 
pernyataannya di Jakarta, Selasa (26/11). 
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Dampak Penutupan Pabrik dan Rendahnya 
Serapan Hilir 
Penutupan operasional pabrik Asia Pacific 
Fiber Tbk (POLY) di Karawang menjadi salah 
satu penyebab penurunan produksi 
polyester nasional. Namun, Jemmy mencatat 
bahwa rendahnya serapan dari industri hilir, 
seperti pakaian jadi, juga turut menyumbang 
masalah ini. 
 
"Perkiraan kami dengan berhentinya Asia 
Pacific, industri akan kekurangan polyester, 
tetapi kenyataannya tidak. Ini menunjukkan 
bahwa serapan di industri hilir sangat 
rendah," jelas Jemmy. 
 
Ancaman Kebijakan dan Produk Impor 
Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 
mendatang serta persoalan terkait Upah 
Minimum Provinsi (UMP) diyakini akan 
semakin menggerus daya saing industri TPT 
nasional. Selain itu, persaingan dengan 
produk impor, terutama dari Tiongkok, 
membuat produk dalam negeri sulit bersaing 
dari segi harga dan kualitas. 
 
"Saat ini, bukan pertumbuhan yang kita lihat, 
melainkan kontraksi. Industri TPT justru tidak 
tumbuh selama 2023-2024," ungkap Jemmy. 
 
Seruan untuk Regulasi Khusus 
Melihat kondisi ini, Jemmy menyerukan 
perlunya sinergi antara pelaku usaha dan 
pemerintah untuk menyelesaikan persoalan 
yang membelit industri TPT. Ia mengusulkan 
pembentukan regulasi khusus yang dapat 
melindungi industri ini dari tekanan impor, 
terutama dari Tiongkok. 
 
"Kita perlu duduk bersama berbagai 
kementerian dan lembaga untuk merancang 
regulasi yang fokus pada industri TPT. 
Dengan menutup akses untuk produk 
tertentu dari Tiongkok, utilisasi industri TPT 
bisa sedikit diperbaiki," tutup Jemmy. 
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Harapan untuk Masa Depan 
Tantangan besar yang dihadapi industri TPT 
membutuhkan langkah nyata dari semua 
pihak. Dengan kebijakan yang tepat dan 
koordinasi antara pemerintah dan pelaku 
usaha, diharapkan industri TPT nasional 
dapat kembali bangkit dan berkontribusi 
terhadap perekonomian negara. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kemenperin Dorong Cetak Tenaga 
Kerja Terampil untuk Mendukung 
Pertumbuhan Industri TPT 
 
Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) 
Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif 
sebesar 7,43 persen pada triwulan III tahun 
2024. Menteri Perindustrian (Menperin) 
Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan 
bahwa capaian ini bisa lebih tinggi dengan 
kebijakan strategis dan probisnis, khususnya 
dalam pengendalian impor. 
 
"Industri TPT nasional merupakan sektor 
padat karya dan berorientasi ekspor yang 
memiliki kontribusi signifikan terhadap 
perekonomian Indonesia," ujar Menperin di 
Jakarta. Oleh karena itu, sektor ini mendapat 
prioritas pengembangan untuk terus 
mendorong daya saing global. 
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Peran Pendidikan Vokasi 
Untuk mendukung kebutuhan dunia industri, 
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 
melalui Politeknik STTT Bandung berupaya 
mencetak tenaga kerja terampil yang siap 
bersaing di pasar global. Kepala Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Industri (BPSDMI), Masrokhan, 
mengungkapkan bahwa sebanyak 325 
lulusan Politeknik STTT Bandung telah 
terserap di berbagai perusahaan industri TPT. 
 
"Penyerapan lulusan Politeknik STTT 
Bandung mencapai 100 persen, dengan 
waktu tunggu kurang dari enam bulan. 
Mereka siap kerja dan kompeten untuk 
mendukung industri TPT yang berdaya 
saing," jelas Masrokhan. 
 
Sistem Pendidikan yang Mendukung 
Keberhasilan ini tak lepas dari sistem 
pembelajaran yang dirancang sesuai dengan 
kebutuhan industri, dikenal sebagai 
pendekatan link and match. Metode ini 
memastikan lulusan memiliki kompetensi 
yang relevan dengan kebutuhan perusahaan, 
sehingga peluang kerja mereka semakin 
besar. 
 
"Industri TPT adalah sektor yang padat modal 
dan padat karya. Permintaan SDM di sektor 
ini terus meningkat setiap tahunnya," 
tambah Masrokhan. 
 
Harapan Masa Depan 
Melalui pendidikan vokasi yang fokus pada 
kebutuhan industri, Kemenperin berharap 
dapat mendukung pertumbuhan sektor TPT 
sekaligus menciptakan lapangan kerja yang 
lebih luas. Dukungan kebijakan yang strategis 
diharapkan semakin mempercepat 
transformasi industri TPT menjadi sektor 
yang lebih kompetitif di tingkat global. 
 
Dengan kolaborasi antara pemerintah, 
institusi pendidikan, dan pelaku industri, 
industri TPT Indonesia berpeluang menjadi 
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salah satu pilar utama penggerak ekonomi 
nasional. 
 

 
Krisis Tekstil Indonesia: 72.000 
Kontainer Impor Ilegal Hantam 
Industri Nasional 
 
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di 
Indonesia menghadapi ancaman serius 
akibat membanjirnya barang impor ilegal. 
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan 
Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma 
Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa 
dalam lima tahun terakhir, lebih dari 72.250 
kontainer TPT ilegal dari China telah 
memasuki pasar domestik. Akibatnya, negara 
merugi hingga Rp46 triliun, sementara 
industri lokal semakin terpuruk. 
 
Data Mengungkap Realitas Pahit 
Mengutip data dari ITC dan TradeMap, nilai 
ekspor TPT China ke Indonesia selama 2019–
2023 mencapai miliaran dolar AS, namun 
terdapat selisih mencolok antara nilai ekspor 
tersebut dengan data impor resmi Indonesia. 
Selisih tersebut mengindikasikan besarnya 
volume barang yang masuk secara ilegal. 
Berikut data selisih nilai ekspor-impor TPT 
selama lima tahun terakhir: 
 
2019: US$1,12 miliar 
2020: US$706,1 juta 
2021: US$1,79 miliar 
2022: US$2,12 miliar 
2023: US$1,47 miliar 
Lonjakan impor ilegal ini telah menjadi salah 
satu penyebab utama menurunnya daya 
saing industri TPT nasional, memicu 
deindustrialisasi, dan menciptakan efek 
domino berupa kebangkrutan perusahaan 
besar seperti Sritex, penutupan pabrik 
Sepatu Bata, hingga PHK massal di lebih dari 
30 perusahaan tekstil dalam dua tahun 
terakhir. 
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Harapan Baru di Bawah Pemerintahan 
Prabowo 
Menyadari besarnya ancaman impor ilegal 
terhadap ekonomi nasional, APSyFI 
mengapresiasi langkah-langkah pemerintah 
untuk memberantas praktik ini. Menurut 
Redma, Presiden Prabowo berkomitmen 
menciptakan birokrasi bersih dan 
menyelamatkan industri TPT. Selain itu, 
Menkopolhukam juga mulai serius 
menangani shadow economy yang selama ini 
merugikan negara. 
 
Namun, upaya ini menghadapi tantangan 
besar. Praktik impor ilegal melibatkan 
jaringan kompleks yang dilindungi oleh 
oknum aparat, sehingga pemberantasan 
memerlukan langkah tegas dan konsisten. 
Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil, Agus 
Riyanto, menekankan pentingnya reformasi 
di sektor kepabeanan dan peningkatan 
integritas aparat Bea Cukai. 
 
Tindakan Nyata Dibutuhkan 
Agus Riyanto menegaskan bahwa data 
perdagangan yang menunjukkan selisih besar 
antara nilai ekspor dan impor adalah 
indikator jelas keberadaan impor ilegal. 
Selama barang murah yang dijual tanpa PPN 
masih beredar di pasar domestik, persoalan 
ini belum terselesaikan. 
 
Pemerintah perlu memastikan bahwa 
langkah pemberantasan ini bukan sekadar 
gimmick, tetapi didukung oleh penegakan 
hukum yang efektif. Kinerja Bea Cukai harus 
diperbaiki melalui reformasi sistem dan 
peningkatan integritas aparat. 
 
Banjirnya TPT ilegal dari China tidak hanya 
merugikan negara secara finansial tetapi juga 
menghancurkan industri nasional. Dengan 
langkah-langkah strategis, termasuk 
reformasi birokrasi dan pengawasan 
perdagangan yang lebih ketat, pemerintah 
diharapkan mampu mengatasi tantangan ini 
dan memulihkan daya saing industri TPT 
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Indonesia. Hanya dengan komitmen yang 
kuat dan tindakan nyata, kebangkitan 
industri tekstil nasional dapat terwujud. 
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